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Abstrak

Prevalens balitagizi buruk di kota Sorong pada tahun 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut adalah
3,59%;1.1%;1,9%. Implementas suatu program dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antaralainfaktor
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pendlitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementas program penanggulangangizi buruk di puskesmaswilayah kerjaDinasK esehatan kotaSorong
PapuaBarat Tahun 2011.

Jenis penditian adalah kudlitatif dengan pendekatan cross sectional . Pengumpul an datadilakukan melaui
wawancaramenda am, menggunakan pedomanwawancara Ada5 puskesmasyang diteliti, informan utama
addah pdaksanaprogramgizi di Puskesmas. Informan triangul asinyaada ah keluarga/orang tuabalitagizi
buruk, K epalapuskesmas dan K epala.seks.Gizi Dinas K esehatan K ota Sorong Provins PapuaBarat.
Hasi | Penelitian menunjukkanimplementas program belum berjalan sesual sandar pel aksanaan dari Depkes,
dikarenakan komunikas yang dilakukan Dinas K esehatan kota Sorong melalui sosidisas program belum
optimal. K etersediaan sumber dayayang meliputi sumber dayatenagapel aksanabel um memadai karena
hanya petugas dengan | atar bel akang pendidikan gizi yang menjalankan program sedangkan tenagalain
tidak terlibat. Belum adatim asuhan gizi di semuapuskesmas, selain itu sebagian besar tenagabelum
mendapatkan pel atihan. Pengel ol aan danaprogram tidak sesuai dengan unit cost. Saranadan prasarana
tidak memadai danmasih adapuskesmasyangtidak |layak. Petugas pel aksanasangat mendukung program
namun kurangnyatransparang dan sosalisas mengakibatkan kurangnyakomitmen. Tidak adakewenangan
maupun SOP yang diberikan dari DinasK esehatan K ota Sorong kepada Puskesmas. Sdlainitu tidak ada
supervis terhadap pelaksanaprogramgizi.

Dismpulkan bahwaimplementas program penanggulangan gizi buruk di PuskesmaswilayahkerjaDinas
K esehatan K ota Sorong tahun 2011 belum optimal . Disarankan kepada Dinas K esehatan K ota Sorong
untuk meningkatkan sogdisas program penanggulangan gizi buruk kesaluruh pelaksanaprogram termasuk
kepal a Puskesmasyang beradadi wilayah kerjaDKK Sorong, membentuk tim asuhan gizi dan pelatihan
untuk tim tersebut. Pengal okasi an dana dilakukan tepat sasaran dan saranaprasaranauntuk kemudahan
pel ayanan dilengkapi. Supervis, monitoring dan evalusai dil akukan secaraberkesinambungan.
Katakunci : Penanggulangan Gizi Buruk, Puskesmas, Implementasi Program

Abstract

The prevalence of under-five children with severe malnutrition in Sorong city WWest Papua in 2008,
2009 and 2010 consecutively was 3.59%, 1.1% and 1.9%. Implementation of a program could be
influenced by many factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy factors.
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The objective of this study was to know the implementation of severe malnutrition control program at
primary healthcare centers (puskesmas) in the working area of Sorong city health office West Papua
in 2010.

This was a qualitative study with cross sectional approach. Data was collected through in-depth
interview using interview guideline. There were 5 primary healthcare centers studied with program
executorsas main informants. Triangulation informantswere family or parents of under-five children
with severe malnutrition, head of puskesmas and head of nutrition section of Sorong city health office
West Papua province.

Results of the study showed implementation of the program had not run according to the standard of
implementation from the Ministry of Health. It was caused by not optimal communication that was
done by Sorong city health office through program socialization. The availability of resources such as
human resource to implement the programwasinsufficient. Only those who had nutrition educational
background implemented the program and other workers were not involved in the program. There
wasno nutrition careteamin all puskesmas. Additionally, the majority of the wor kershad not received
training yet. Management of program funding was not according to the unit cost. Facilities were
inappropriate and there was still improper puskesmas. The executor workers were needed for
implementing the program; unfortunately due to less transparency and socialization, commitment
was also low. No authority or standard operating procedure (SOP) given by Sorong city health office
to puskesmas. In addition there was no supervision to the nutrition program workers.

It was concluded that the implementation of severe malnutrition control programin Puskesmasin the
working area of Sorong city health office WWest Papua province was not optimal. It was suggested to
Sorong city health office to improve socialization about severe malnutrition control program to all
program executor s including heads of puskesmas in the working area of Sorong city health office; to
create nutrition care and training teams. Funding allocation should be given to the right target and
facilities should be completed. Supervision, monitoring and eval uation were done continuously.
Keywords : Severe Malnutrition, Puskesmas, Program I mplementation

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa
dipengaruhi oleh kualitassumber dayamanusiadan
secaraesensial ditentukan oleh status gizi, yang
merupakan masal ah kesehatan masyarakat yang
sangat penting. Indonesiamasih dihadapkan dengan
empat masdah gizi utamayang meliputi kekurangan
energi dan protein, kekurangan vitamin A, anemia
0izi bes dankekurangan yodium. Kekurangan energi
dan protein mendapat perhatian serius karena
berhubungan erat dengan masalah kekurangan
pangan dan kemiskinan, namun di beberapakota
besar masi h ditemukan masa ah gizi yang berlebihan
(obesitas), sehinggalndones adihadapkan dengan
“Beban Ganda Masalah Gizi”. jika gizi kurang
banyak dianggap dengan berbagai penyakitinfeks,
gizi lebih dianggap sebagai pertanda awal
penampilan penyakit kelompok noninfeks .4°

Salah satu program pemerintah untuk
menurunkan kasusgizi buruk yang tertuang dalam
RencanaPembangunan JangkaM enengah Nasiond
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(RPIMN) tahun 2005-2009 yaitu menurunkan
angkagizi buruk dari 8,5% menjadi 5%, dan gizi
buruk perlu mendapat perawatan 100% merupakan
salah satu indikator keluaran Rencana strategi
Kementerian Kesehatan 2010-2014.57

Ruang lingkup penanggulangan balitagizi buruk
dari tingkat Kabupaten, Kota dan Kecamatan
sampai tingkat rumah tangga meliputi prosedur
penjaringan kasus balita gizi buruk, prosedur
pelayanan balitagizi buruk puskesmas, prosedur
pelacakan baitagizi buruk dengan carainvestiged,
prosedur pelayanan balita gizi buruk di rumah
tangga, prosedur koordinas lintas sektoral dalam
upaya penanggulangan gizi buruk. Sebagai unit
pel aksanapenanggulangan gizi buruk di Puskesmas
dilakukan oleh petugas gizi yang ditetapkan oleh
dianas kesehatan kotalkabupaten dan pel atihan.®®

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAYS)
tahun 2007 jumlah gizi buruk cenderung menurun
yaitu menjadi 5,4% sedangkan gizi kurang sebesar
13%, dan padatahun 2010 prevalensi gizi buruk



4,9% atau turun sebesar 0,5%, sedangkan prevaens
gizi kurang masih tetap yaitu sebesar 13%. Secara
umum penurunannyabd ummeratadi ssmuaProving
di Indonesia yaitu dari 33 Provinsi terdapat 18
Proving mashmemiliki prevaens gizi buruk diatas
angka prevalensi nasional yaitu 5%, termasuk
propins PapuaBarat padatahun 2007 prevalens
gizi buruk sebanyak 6,8%, Provinsi Papua6,6%
sedangkan padatahun 2010 Provins PapuaBarat
prevaens gizi buruk meningkat menjadi 9,1% dan
Provins Papuasebanyak 6,3%.%1°

Laporan Dinas Kesehatan Kota Sorong,
menunjukkan prevalensi balita gizi buruk Kota
Sorong pada tahun 2008 adalah 3.59 % dan
menurun padatahun 2009 yaitu 1,1%, sementara
padatahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 1,9%.
Angkatersebut masih diatas prevalens gizi buruk
kotaSorong yaitu 1%. Angkaprevaens ini tampak
pada5 puskesmaswilayah kerjaDinasK esehatan
K ota Sorong seperti padatabel dibawahini :*

Profil DinasK esehatan 2008-2010

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan adanya
perbedaan data yang sangat signifikan antara
Puskesmas Dom, Tangkas dan K lasaman dengan
puskesmas Remu dan Malawel tentang prevalens
balitagizi buruk. Oleh karenaadanya perbedaan
penentuan statusbaitagizi buruk dimanauntuk tiga
puskesmas (Dom, Tangkas dan Klasaman)
menggunakan rumus BB/U sedangkan dua
puskesmas lainnya ( Malawei dan Remu)
menggunakan BB/TB. Hal ini menunjukan adanya
ketidak seragaman dalam menentukan status gizi
buruk di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Sorong. Salah satu penyebabnyaadalah sosdisas
programyang belummaksmal.

Hal ini didukung dengan hasil wawancarapada
limapetugasgizi puskesmaswilayah kerjaDKK
Sorong diperolehinformas bahwakessluruhannya
tidak mengetahui target pencapaian kasusgizi buruk,
sehingga bila menemukan kasus gizi buruk di
Posyandu, hanya memberikan penyuluhan dan
dirujuk ke Puskesmas, sedangkan bilakasusnya
ditemukan di Puskesmas dengan tanda klinis
kwashiorkor atau marasmusmakapenderitadirujuk
ke Rumah Sakit, tetapi sebagian besar ibu penderita
menolak untuk anaknyadi rujuk, dengan dasantidak
ada dana. Petugas pun ragu untuk meyakinkan
keluarga penderitatentang biayapengobatan dan
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perawatan, karenapetugasjugatidak mengetahui
tentang danarujukan penderitagizi buruk.

Sgjdan dengan hal tersebut dalam pemberian
makanan tambahan, 5 dari 7 petugas mengatakan
bahwatidak tersedianyamakanan tambahan untuk
balita secara rutin setiap bulan tetapi setiap 3-4
bulan. Di lain pihak persediaan makanan tambahan
yang ada sudah mendekati kadaluarsa sehingga
pemberiannyatidak tepat sasaran. Petugasbelum
memahami betul tentang penentuan/mendiagnosis
kasus, pengisian buku register yang sesuai dengan
temuan kasus serta sistem rujukan maupun
pendanaannya. Lebihlanjut 2 dari 5 orang petugas
mengel uh adanyakonflik internal antara petugas
dengan kepala puskesmas sehingga terjadi
miskomunikas, olehkarenaitulaporanhas| program
gizi buruk pun menjadi berbedayaitu laporan dari
petugas pelaksana dengan laporan dari kepala
puskesmas, bahkan salah satu puskesmas tidak
memiliki [aporan + 5 bulan padatahun 2010.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan rancangan
kuadlitatif yang disgjikan secaradeskriptif eksploratif
denganjenispenditian studi kasusmeaui observas
dan wawancaramendalam.?*# Pendekatan Waktu
Pengumpulan data dilakukan secara
crosssectional.”® Pengumpulan terhadap data
antara lain petugas gizi di Puskesmas sebagai
informan utamadan K epalaPuskesmasdan Kepaa
Seks Gizi sebagal informantriangulas.

Metode Pengumpulan Data. Wawancara
Mendalam (indepth interview) dan Observasi
dilakukan dalam bentuk cheklist tentang sarana
prasaranadan tatal aksanaanak balitagizi buruk,
seperti yang terdapat padalampiran.

HASIL
Sosialisasi

Sosdisas program penanggulangan gizi buruk
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada
pelaksanagizi di Puskesmaswilayah kerjaDinas
Kesehatan Kota Sorong belum optimal karena,
Penyajian materi tidak secara mendetail dan
sosialisasi pun tidak dilakukan secara merata
terhadap seluruh petugas pel aksanadi limaPKM
termasuk dokter, petugas yang berlatarbel akang
pendidikan bidan dan perawat. Ka.PKM, tidak
dilibatkan. Sebagian Informasi didapatkan dari



PKM PKM
Dom [Tangkas

PKM PKM PKM
Malawi| Remu |Klasman

M2008| 1.6% 1.6%

0.4% 3.4% 4.4%

M2009| 3.2% 1.3%

0.6% 0.5% 1%

M2010( 27.5% 10%

1.3% 1.6% 8.2%

Gambar 1.1 Prevalens Gizi Buruk DKK KotaSorong

kegiatan mobile clinic Ka. PKM dalam merasa
kusulitan untuk mengevaluas maupun memberikan
petunjuk kepada petugas gizi saat membutuhkan
informad terkait dengan penanggulangan gizi buruk.

Sumber daya. Mengenal ketersediaan tenaga,
adanya keterbatasan tenaga Hal ini dibuktikan
dengan belum merata terutama yang
berl atarbel akang pendidikan gizi. Disampingituada
PKM yang belum memilki tenagagizi tetapi PKM
yang laintersedia tenagagizi lebih dari 2 orang.
Padaumumnyatenaga pel aksanabel um mengikuti
pelaihantermasuk yang berlatarbe akang pendidikan
Bidan dan Perawat. Hal tersebut tidak sesuai dengan
standar Depkes. Ketersediaan dana tampak
mencukupi dalam implementasi program
penanggulangan gizi buruk di Puskesmaswilayah
kerja DKK Sorong karena dana diperoleh dari
Otsus, Bansos, Jamkesmasdan danaBOK,, namun
dalam pengelolaan dana tersebut belum sesuai
dengan unit cost, karenamasing-masing petugas
maupun masyarakat tidak merasakan adanya
bantuan dana dalam pelaksanaan program

penanggulangan gizi buruk.

Disposisi.

Tanggapan yang positif dari informan terhadap
program ini, namun kurangnya transparan dan
sosidlisas program menyebabkan petugasmasih
kurang memahami sehinggamenimbulkanskapacuh
dalam menjalankan program serta beranggapan
bahwa tugas yang dijalankan selamaini hanya
sekedar suatu rutinitas dengan alasan yang penting
programbisajalan.
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Semua petugas gizi di PKM berkomitmen
bahwasemuabditagizi buruk yang beradadi wilayah
kerja DKK Sorong harus mendapat perawatan
secarabalk danterarah. Diperlukanupayasosdisas
dan pel atihan secara berkesinambungan tentang
program penanggul angan gizi buruk bersama-sama
dengan pimpinan Puskesmeas.

Struktur Birokras.

Petugasyang berl atarbel akang pendidikan Giz,
memperoleh SK penempatan sebaga pegawai
pelaksanagizi PKM sgak diangkat menjadi PNS.
Sedangkan petugas yang berlatarbel akang
Pendidikan kebidanan dan keperawatan hanya
penunjukkan secaralangsung oleh Ka. PKM.

Kegiatan supervis yang diadakan olen DKK
Sorong belum di jalankan sebagai manamestinya,
oleh karenakegiatan supervis yang dilaksanakan
oleh DKK Sorongtidak diketahui oleh pihak PKM
baik petugasgizi maupun Ka. PKM. Karenatidak
terencana, tidak terkoordinas sertatidak terjadwal
maka kegiatan tersebut dianggap petugas gizi
maupun Ka. PKM hanya kunjungan biasa.

Petugas gizi hanya menjalankan tugas
sebaga manamestinya, karenatidak memiliki SOP
untuk menjalankantugas. Pernyataan yang samaKa
PKM bahwa tidak ada SOP dari pusat maupun
Dinas Kesehatan Kota sehingga tidak dapat
mengetahui pel aksanaan sesuai dengan prosedur.
Terkait dengan penanganan kasusbalitagizi buruk
di PKM Sorong, hasil penelitian menunjukkan
bahwa kegi atan pel aksanaan cenderung dilakukan
di posyandu dengan memantau perkembangan baita



0izi buruk hanyame aui KartuMenuju Sehat (KMS)
balita. Kondis ini terjadi karenatidak mengetahui
prosedur pelaksanaan sehinggatidak memiliki status
pasien atau rekam medis pasien. Sebagian besar
petugas gizi menyatakan bahwaPKM menerima
rujukan dari Posyandu, dengan menyeleks kembali
kasus. Caranyadengan menimbang dan mengukur
kembali BB dan PB, diberikan pengobatan dan
perawatan. Bila ditemukan gizi buruk dengan
penyakit ringan diberikan makanan tambahan
kemudian dikembalikan ke Posyandu. Tetapi bila
penyakitnyaberat atau dengan komplikasi maka
balita tersebut dirujuk ke Rumah Sakit. Untuk
kunjungan rumah dijadwal kan sebulan s=kai dengan
memantau perkembangan balita. Pernyataan diatas
tidak dilaksanakan oleh semuaPKM, oleh karana
tidak semuabalitabersediadirujuk ke PKM maupun
Rumah sakit dengan dasan tidek mempunyai dana.
Menurut Depkes, tindakan yang harus
dilakukandi puskesmasyaitu pemberian penyuluhan
dan konseling tentang diet KEP, pemeriksaan fisk
dan pengobatan minimal 1 kali setiap minggu.
Evaluasi BB setiap minggu, peragaan cara
menyiapkan makanan, melakukan pencatatan dan
pel gporan perkembangan BB dan kemajuan asupan
makanan. Laporkan segera balita gizi buruk ke
DKK tembusan ke Propinsi dalam 24 jam.
Sesuai hasil pengamatan di Posyandu maupun
PKM, hampir semua temuan dari petugas gizi
mela ui anamnesamaupun pemeriksaan fisk tidak
didokumentasikan. Hanyahasi| penimbangan BB
dan pengukuran TB sertapenentuan gatusgizi bdita
berdasarkan BB/TB atau BB/U dicatat dalam buku
register. Penentuan statusgizi balitayang beragam
dibuktikan dengan 3 Puskesmas menggunakan BB/
U dan 2 Puskesmas memakai BB/TB.
Ketidakseragaman dalam pelaporan tiap
Puskesmas, mengakibatkan Dinas K esehatan Kota

Sorong menga ami kesulitan dalam merekapitulas
laporan tahunan yang dapat mempengaruhi hasil
akhir program dalam hal ini angkaprevaens gizi
buruk. Dibuktikan dengan pelaporan dari Dinas
K esehatan menggabungkan antara penentuan status
gizi berdasarkan BB/U dan BB/TB. Terkait dengan
rujukan dan persigpan tindak lanjut, petugasgizi
tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap balita
gizi buruk. Bditadirujuk langsungkepoliklinik umum
untuk mendapat perawatan dan pengobatan dan bila
ditemukan ggaaklinik yang berat makadirujuk ke
Rumah Sakit. Tidak ditemukan bukti
pendokumentasian tentang pasien yang dirujuk
maupun rujukan balik dari Puskesmas atau rumah
sakit. Tidak adajadwal kunjungan rumah. Keluarga
atau orang tuabalitahanyadiberikan penyuluhandi
posyandu dalam suasana gaduh. Seharusnya
diberikan penyuluhan disertai dengan konseling
disaat balita berkunjung ke Puskesmas dalam
suasanayang tenang, agar ibu balitaatau keluarga
sadar akan masalah gizi buruk anaknyasertadapat
membimbing dan berpartisipasi dalam hal
memperbaiki statusgizi anaknya.

Konsdling adalah usshamembantu klien secara
tatap muka dengan tujuan agar klien dapat
mengambil tanggung jawab sendiri terhadap
masalahnya sehingga masalah dapat teratasi.®
Sesuai dengan penelitian Demianus 2003, bahwa
konsealing gizi disaat kunjungan rumah lebih baik
dalam meningkatkan status gizi balitagizi buruk
daripadakonsdling kelompok. K egiatan monitoring
dan evaluasi yang dilakukan petugas gizi yaitu
dilakukan hanya padakenaikan berat badan balita
setiap bulan dan hal ini dilakukan di Posyandu.
Sedangkan pemberian bahan makanan PM T-Ptidak
sesual dengan kebutuhan dan tidak sesual dengan
juknis, karenabahan makanan yang diberikan hanya
berupasusu bubuk instan yakni SGM kemasan 150

Prevalensi Balita Gizi Buruk Di Puskesmas wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Sorong

tahun 2010
Indikator PKM PKM PKM PKM PKM
Prevalens Tangkas Dom Malawei Remu Klasaman
Gizi Buruk
Prevalensi Gizi 10% 27,5% 1,3% 1.6% 8,2%
buruk 5%
Gizi Buruk Mendapi;  Tidak Tidak Tidak Tidak tidak
Perawatan 100% | terdeteks terdeteksi terdeteksi terdeteksi terdeteks
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gram sebanyak 4 bungkus, bubur kacang hijau
dicampur dengan beras yang telah dimasak dan
dibagikan langsung padabditagiz buruk tanpaada
penjelasan. Sesuai buku petunjuk tatal aksanagizi
buruk monitoring BB setigp minggu atau setigp bulan
dengan pakaian yang minim dan pemberian makanan
tambahan pemulihan secaraberkdasd ama90 hari .
Pemberian makanan tambahan bukan sekedar balita
menjadi kenyang tetepi harusmencermati kandungan
gizi sertakecukupannyasehinggakebutuhan gizi
penderita dapat terpenuhi.®> Pencatatan dan
pelgporantentang bditagizi buruk yang dirujuk, yang
menolak untuk dirujuk, yang sembuh atau yang
meninggal tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan
petugastidak mengetahui jJumlah balitagizi buruk
yang mendapat perawatan. Berdasarkan uraian di
atas tampak bahwa pelaksanaan program yang
tidak terstrukur ini menyebabkan program tidak
dapat berjalan dengan baik. Pel aksanaan sebuah
program membutuhkan Standar Operating
Procedures (SOP) agar kinerja dan pencapaian
program tersebut jel asindikator-indikatornyauntuk
dapat dievaluasi secara terukur dan dengan
parameter yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal
ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan
pengambil keputusan untuk menentukan apakah
program tersebut akan bersifat “on going” atau
“terminated” dan digantikan dengan program baru
yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat
Berdasarkan hasil pengamatan ternyatadi setiap
PKM maupun di DKK Sorong tidak ditemukan
adanya SOP tatalaksana gizi buruk sehingga
pel aksanaan kegiatan yang adadi puskesmashanya
didasarkan pengalaman. setiap puskesmas
mel akukan kegi atan pel aksanaan penanggulangan
gizi buruk penanganannyabe um sempurnakarena
belum sesual dengan standar penatal aksanaan gizi
buruk yang dikel uarkan oleh Depkes.

PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan
publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil
(outcome) yang dapat dilihat dari dua hal yaitu
kesesuaian implementasi kebijakan dengan SOP
yang telah ditentukan dan tercapai tujuan
kebijakan.?

Berdasarkan uraian di atas perlu ditekankan
bahwaprevaens gizi buruk antaraPuskesmasyang
satu berbeda dengan Puskesmasyang lain. Hal ini
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nampak padakeduaPuskesmasyakni Remu dan
Maawai yang menunjukkan angkaprevaend lebih
rendah dari Puskesmas lain. Hal ini disebabkan
karenahanyake duaPuskesmastersebut memiliki
petugas gizi yang telah mengikuti pelatihan dan
pernah mengikuti sosialisasi program. Dalam
mendeteksi balita gizi buruk menggunakan
perhitungan BB/TB sedangkan ketiga Puskesmas
lainnya belum pernah ada sosialisasi program
maupun pelaihan bagi petugasgizi sartaperhitungan
deteks balitagizi buruk mash menggunakan BB/U
. Hasil pendlitian menemukan adanyaperbedaanini
oleh karena berbagai faktor yang berpengaruh
diantaranyakarenakomunikas terutamasosdisas
program yang belum optimal, adanyaketerbatasan
sumberdaya antaralain belum terbentuknyatim
asuhan gizi, pengel olaan danatidak sesua unit cost,
saranadan prasaranamasih terbatas, pelimpahan
wewenang terhadap petugasgizi hanyaberdasarkan
SK pengangkatan kepegawaian bagi petugas
dengan latar bel akang pendidikan gizi, sementara
petugaslain hanyadengan penunjukkan dari Kepaa
Puskesmas.

KESIMPULAN
1. Soddiss

a Implementas program penanggulangangizi
buruk di Kota Sorong belum berjalan
sesual dengan standar dari Depkes, oleh
karenabeberapahal seperti :
Secara umum sosialisasi Program
Penanggulangan Gizi Buruk oleh Dinas
K esehatan K ota Sorong belum dikatakan
optima, kearenasos dlisasnyabdummerata
ke seluruh petugas gizi maupun Kepala
Puskesmas yang berada di Puskesmas
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Sorong Propins PapuaBarat.
2. Sumberdaya

a Petugas gizi dengan latar belakang
pendidikan gizi, Bidan, Perawat maupun
dokter. belum mengikuti pelatihan
tatal aksanagizi buruk.
Pendanaan untuk menunjang keberhasilan
program penanggulangan gizi buruk belum
dikeloladengan baik sesuai unit cost dalam
juknis pemantauan tatal aksanaanak gizi
buruk.
c. Saranadanprasarahayangtersediabelum



memadai untuk memantau dan menangani
measaah gizi buruk karenabed um adaklinik
gizi ataulaktad, dan perdatan yang belum
lengkap bahkan beberapa PKM tidak
layak digunakan dan dalam kondis rusak
sedangkan pendi stribusian bahan makanan
dan obat-obatan belum dilakukan secara
meratasesual sasaran yang ditetapkan.

3. Digposs.

a Adanya tanggapan yang positif dari
pel aksana terhadap program meskipun
belum memperoleh sosialisasi program
secaramenyeuruh.

b. Petugasgizi berkomitmen untuk semua
balita harus mendapat perawatan secara
komprehensf tetgpi perlu didukung dengan
sosiaisas dan pelatihan.

4. Struktur birokras.

a  Pelimpahan wewenang kepadapdaksana
gizi dengan surat keputusan dari DKK
hanya kepada pelaksana yang berlatar
belakang pendidikan Gizi, untuk
pendidikan Kebidanan maupun
Keperawatan hanya mendapat
penunjukan secara lisan oleh pimpinan
Puskesmas.

b. Kegiatan supervisi oleh DKK Sorong
belum optimal, karenatidak terencana,
terkoordinas dantidak terjadwal dengan
baik .

c. SOP tidak tersedia, pada umumnya
pelaksanaprogram melaksanakan tugas
di lapangan tidak sesuai SOP.
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